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BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah

Mengingat

%

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati
Mahakam Ulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun
1945 Pasal 18 ayat (6);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Eepublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indeonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Petunjuk Teknis Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
ltentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistemn Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421};

Undang-Undang Republik Indenesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049j;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013
tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi
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Kalimantan Timur {Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5395);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244}, sebagaimana perubahan
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844},

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4025);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan tas  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090};

Peraturan Pemerintah Nomo 91Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 153);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pernerintah Nomeor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomar 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4376);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Menetapkan :

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578];

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Perpres No.54 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Barang/ JasaPemerintah;

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tabhun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Permendagri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan APBD;

Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 15
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran
2018;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN  PELAKSANA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018;



Paszsal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah Ep.
b. Dana Perimbangan Rp.
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp.

Total Pendapatan Rp.

2. BelanjaDaerah
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai Rp.
2) Belanja Bunga Rp.
3) Belanja Subsidi Ep.
4) Belanja Hibah Rp.
5) Belanja Bantuan Sosial Rp.
6) Belanja Bagi Hasil Rp.
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp.
8) Belanja Tidak Terduga Rp.
Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp.

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai Rp.
2) Belanja Barang dan Jasa Rp.
3) Belanja Modal Rp.
Jumlah Belanja Langsung Ep.
TotalBelanja Rp.
Surplus/ (Defisit) (Rp.

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp.
b. Pengeluaran Rp.
Pembiayaan Netto Rp.
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp.
Pasal 2
Ringkasan dan Penjabaran Pertanggungjawaban

17.405.627.519,65

1.053.703.379.986,00

172.831.103.255,20

1.243.940.110.760.,85

147.755.858.235,00
0,00
687.378.000,00
5.035.127.327,00
7.533.568.300,00
0.00
166.924.655.440,00
0,00
327.936.587.302.00

241.128.012.981.00
432.377.839.969.00
255.341.528.119.76
028.847.381.069,76

1.256.783.968.371,76

12.843.857.610,91)

66.233.397.824,42

0,00
66.223.397.824,42
53.389.540.213,51

APBD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati

Mahakam UUlu ini.



Pasal 3
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Mahakam Ulu ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannva dalam Lembar Daerah.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
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~ Nama ! Jabatan pada tanggal, 29 Agustus 2019
1. | D ¥ o Jenau Wakil Bupsat
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BONIFASIUS BELAWAN GEH

diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 29 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH,

L

YO AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2019 NOMOR 27
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